
BUPATI PIDIE 
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE 
NOMOR IS TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PIDIE,

M enim bang : a . bahw a k eseh a tan  m eru p ak an  u ru s a n  wajib yang
h a ru s  d ilak san ak an  oleh Pem erin tah  D aerah  dan  
bertanggung  jaw ab  sepenuhnya  dalam  
penyelenggaraan  p em bangunan  keseha tan ;

b . bahw a dengan  telah  d ite tapkannya  P e ra tu ran  
Pem erin tah  Nomor 23 T ah u n  2005 ten tang  
Pengelolaan K euangan B adan  L ayanan U m um  
sebagaim ana te lah  d iu b ah  dengan  P e ra tu ran  
Pem erin tah  Nomor 74 T ah u n  2012 ten tang  
P e ru b ah an  A tas P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 23 
T ah u n  2005 ten tan g  Pengelolaan K euangan B adan  
L ayanan U m um  d an  P e ra tu ran  M enteri Dalam  
Negeri Nomor 79 T ahun  2018 ten tan g  B adan 
L ayanan U m um  D aerah , d ipandang  perlu  
m eny u su n  Pola T ata  Kelola U nit P elaksana  Teknis 
D aerah  P u sa t K esehatan  M asyarakat;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 
d im aksud  pada  h u ru f  a  dan  h u ru f  b, perlu  
m em ben tuk  P e ra tu ran  B upati ten tan g  Pola T ata 
Kelola B adan  L ayanan U m um  D aerah  Unit 
Pelaksana  Teknis D aerah  P u sa t K esehatan 
M asyarakat;

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 7 (Drt) T ahun  1956
ten tan g  P em ben tukan  D aerah  Otonom  K abupaten- 
k ab u p a ten  dalam  Lingkungan D aerah  Propinsi 
S um atera  U tara  (Lem baran Negara R epublik 
Indonesia  ta h u n  1956 Nomor 58, T am bahan  
L em baran Negara R epublik Indonesia  Nomor 
1092);

BUPATI PIDIE 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI PIDIE 
NOMOR IS TAHUN 2024 

TENTANG 

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PIDIE, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang 
harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan 
bertanggung jawab sepenuhnya dalam 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan; 

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 
Layanan Umum Daerah, dipandang perlu 
menyusun Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
membentuk Peraturan Bupati tentang Pola Tata 
Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan 
Masyarakat; 

1. Undang-Undang Nomor 7 (Ort) Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten­ 
kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 
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2. U ndang-U ndang Nomor 17 T ah u n  2003 ten tang  
K euangan Negara (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ah u n  2003 Nomor 47, T am bahan  
Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4286);

3. U ndang-U ndang Nomor 1 T ah u n  2004 ten tang  
P e rb en d ah araan  Negara (Lem baran Negara 
R epublik Indonesia T ahun  2004 Nomor 5, 
T am bahan  L em baran  Negara R epublik Indonesia  
Nomor 4286);

4. U ndang-U ndang Nomor 23 T ah u n  2014 ten tang  
P em erin tahan  D aerah  (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  
Lem baran Negara R epublik Indonesia  Nomor 5587) 
sebagaim ana telah  d iubah  beberapa  kali te rak h ir 
dengan  U ndang-U ndang Nomor 6 T ah u n  2023 
ten tang  P enetapan  P e ra tu ran  Pem erintah 
Pengganti U ndang-U ndang Nomor 2 T ah u n  2022 
ten tang  C ipta Keija m enjadi U ndang-U ndang 
(Lem baran Negara R epublik Indonesia  T ahun  2023 
Nomor 41, T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 6856);

5. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun  2023 ten tang  
K esehatan  (Lem baran Negara R epublik Indonesia  
T ahun  2021 Nomor 105, T am bahan  Lem baran 
Negara R epublik Indonesia  Nomor 56878);

6. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 32 T ahun  1996 
ten tan g  Tenaga K esehatan  (Lem baran Negara 
R epublik Indonesia  T ahun  1996 Nomor 49, 
T am bahan  Lem baran Negara R epublik Indonesia 
Nomor 3637);

7. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 23 T ah u n  2005 
ten tan g  Pengelolaan K euangan B adan  Layanan 
U m um  (Lem baran Negara R epublik Indonesia  
T ahun  2005 Nomor 48, T am bahan  Lem baran 
Negara R epublik Indonesia  Nomor 4502) 
sebagaim ana te lah  d iu b ah  dengan  P era tu ran  
Pem erin tah  Nomor 74 T ahun  2012 ten tang  
P e ru b ah an  A tas P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 23 
T ah u n  2005 ten tarig  Pengelolaan K euangan B adan 
L ayanan U m um  (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2012 Nomor 171, T am bahan  
Lem baran Negara R epublik Indonesia  Nomor 
5340);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 56878); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 
tentang Tenaga Kesehatan 
Republik Indonesia Tahun 
Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3637); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentarig Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

(Lembaran Negara 
1996 Nomor 49, 

Republik Indonesia 

-2­ 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 56878); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3637); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentarig Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 



-  3 -

8. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 47 T ahun  2016 
ten tang  Fasilitas Pelayanan K esehatan  (Lem baran 
Negara R epublik Indonesia  T ah u n  2016  Nomor 
229, T am bahan  L em baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5942);

9. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 12 T ahun  2019 
ten tan g  Pengelolaan K euangan D aerah  (Lem baran 
Negara R epublik Indonesia  T ahun  2019 Nomor 42, 
T am bahan  L em baran Negara R epublik Indonesia  
Nomor 6322);

10. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 79 T ahun  
2018 ten tan g  B adan  L ayanan U m um  D aerah  
(Berita Negara R epublik Indonesia  T ah u n  2018 
Nomor 1213);

11. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 77 T ahun  
2020 ten tan g  Pedom an Pengelolaan K euangan 
D aerah  (Berita Negara R epublik Indonesia  T ahun  
2020 Nomor 1781);

12. P e ra tu ran  M enteri K esehatan  Nomor 4 T ah u n  2018 
ten tang  Kewajiban R um ah Sakit D an Kewajiban 
Pasien (Berita Negara R epublik Indonesia  T ahun
2018 Nomor 416);

13. P e ra tu ran  M enteri K esehatan  Nomor 43 T ahun
2019 ten tan g  P u sa t K esehatan  M asyarakat (Berita 
Negara R epublik Indonesia  T ahun  2019 Nomor 
1335);

14. Q anun  K abupaten  Pidie Nomor 5 T ah u n  2016 
ten tan g  P em ben tukan  d an  S u su n a n  Perangkat 
D aerah  K abupaten  Pidie (Lem baran K abupaten  
Pidie T ah u n  2016 Nomor 05,T am bahan  L em baran 
K abupaten  Pidie Nomor 94) Sebagaim ana Telah 
D iubah  D engan Q an u n  K abupaten  Pidie Nomor 4 
T ahun  2020 ten tan g  P e ru b ah an  A tas Q anun  
K abupaten  Pidie Nomor 5 T ah u n  2016  ten tang  
P em ben tukan  dan  S u su n a n  Perangkat D aerah 
K abupaten  Pidie;

15. P e ra tu ran  B upati Pidie Nomor 5 T ahun  2017 
ten tang  K edudukan, S u su n an  O rganisasi, Tugas, 
Fungsi d an  T ata Kerja D inas K esehatan  K abupaten  
Pidie (Berita D aerah  K abupaten  Pidie T ah u n  2017 
Nomor 05)
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
229, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5942); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1213); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban 
Pasien (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 416); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 
2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1335); 

14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten 
Pidie Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran 
Kabupaten Pidie Nomor 94) Sebagaimana Telah 
Diubah Dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun 
Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pidie; 

15. Peraturan Bupati Pidie Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten 
Pidie (Serita Daerah Ka bu paten Pidie Tahun 2017 
Nomor 05) 
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MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT;

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

D alam  P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan:
1. D aerah  ada lah  K abupaten  Pidie
2. Pem erintah D aerah  ada lah  Kepala D aerah  sebagai u n s u r  

penyelenggara pem erin tah an  D aerah  yang m em im pin p e lak san aan  
u ru sa n  pem erin tahan  yang m enjadi kew enangan D aerah  otonom .

3. B upati ada lah  B upati Pidie
4. D inas adalah  D inas K esehatan  K abupaten  Pidie
5. Kepala P uskesm as ada lah  Kepala U nit P e laksana  Teknis D aerah  

P u sa t K esehatan  M asyarakat.
6 . P u sa t K esehatan  M asyarakat yang se lan ju tnya  d iseb u t P uskesm as 

ad a lah  Fasilitas Pelayanan K esehatan  yang m enyelenggarakan 
up ay a  k eseh a tan  m asy arak a t d an  u p ay a  k eseh a tan  perseorangan  
tingkat pertam a, dengan  lebih m engu tam akan  up ay a  prom otif d an  
preventif di w ilayah kerjanya

7. B adan  L ayanan U m um  D aerah  yang se lan ju tnya  d isingkat BLUD 
ad a lah  sistem  yang d ite rap k an  oleh u n it  p e lak san a  tekn is 
d in a s /b a d a n  d aerah  dalam  m em berikan  pelayanan  kepada 
m asy arak a t yang m em punyai fleksibilitas dalam  pola pengelolaan 
keuangan  sebagai pengecualian  dari k e ten tu an  pengelolaan 
d ae rah  pada  um um nya.

8. Fleksibilitas ada lah  k e le luasaan  dalam  pola pengelolaan keuangan  
dengan  m enerapkan  p rak tek  b isn is yang  seh a t u n tu k  
m eningkatkan  layanan  kepada m asy arak a t tan p a  m encari 
k eu n tu n g an  dalam  ran g k a  m em ajukan  kese jah te raan  u m u m  dan  
m encerdaskan  k eh idupan  bangsa.

9. U nit Pelaksana  Teknis D aerah  P u sa t K esehatan  M asyarakat yang 
se lan ju tnya  d iseb u t UPTD P uskesm as ad a lah  u n it organisasi 
bersifa t fungsional yang m em berikan  layanan  secara  profesional 
d an  bertanggung  jaw ab  kepada  D inas.

10. P rak tek  B isnis Yang S ehat ada lah  penyelenggaraan  fungsi 
o rgan isasi b e rd asa rk an  ka idah -kaidah  m anajem en  yang baik  
da lam  rangka  pem berian  layanan  yang berm u tu , 
berkesinam bungan  d an  berdaya saing.

11. D okum en Pola T ata  Kelola m eru p ak an  dokum en yang 
m enje laskan  ta ta  kelola U nit P elaksana  Teknis D in as/B ad an  
D aerah  yang ak an  m enerapkan  BLUD.

12. Tim Penilai ad a lah  tim  yang  bertugas u n tu k  m enilai perm ohonan  
penerapan  BLUD.

Menetapkan 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT; 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pidie 
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie 
5. Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pusat Kesehatan Masyarakat. 
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas 

adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan 
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan 
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan 
preventif di wilayah kerjanya 

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLVD 
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis 
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
daerah pada umumnya. 

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan 
dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari 
keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang 
selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit organisasi 
bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional 
dan bertanggung jawab kepada Dinas. 

10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi 
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik 
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, 
berkesinambungan dan berdaya saing. 

11. Dokumen Pola Tata Kelola merupakan dokumen yang 
menjelaskan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan 
Daerah yang akan menerapkan BLVD. 

12. Tim Penilai adalah tim yang bertugas untuk menilai permohonan 
penerapan BLVD. 

Menetapkan 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA 
SADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT; 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pidie 
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie 
5. Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pusat Kesehatan Masyarakat. 
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas 

adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan 
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan 
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan 
preventif di wilayah kerjanya 

7. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLVD 
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis 
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
daerah pada umumnya. 

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan 
dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari 
keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang 
selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit organisasi 
bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional 
dan bertanggung jawab kepada Dinas. 

10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi 
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik 
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, 
berkesinambungan dan berdaya saing. 

11. Dokumen Pola Tata Kelola merupakan dokumen yang 
menjelaskan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan 
Daerah yang akan menerapkan BLVD. 

12. Tim Penilai adalah tim yang bertugas untuk menilai permohonan 
penerapan BLVD. 
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

(1) M aksud d isu su n n y a  P e ra tu ran  B upati ini ada lah  m enetapkan  
D okum en Pola T ata  Kelola U nit P e laksana  Teknis D aerah  P u sa t 
K esehatan  M asyarakat yang se lan ju tnya  d iseb u t UPTD 
P uskesm as ada lah  u n it organisasi bersifat fungsional yang 
m em berikan layanan  secara  profesional d an  bertanggung  jaw ab 
kepada  D inas u n tu k  m em enuhi p ersy ara tan  p en etap an  BLUD 
sebagaim ana d ite tap k an  dalam  P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri 
Nomor 79 T ah u n  2018 ten tang  B adan L ayanan U m um  D aerah.

(2) UPTD P uskesm as sebagaim ana  d im aksud  p ada  ayat (1) terdiri 
dari :

a. UPTD P uskesm as Kota Sigli;

b. UPTD P uskesm as Pidie;

c. UPTD P uskesm as M utiara;

d. UPTD P uskesm as M utiara  B arat;

e. UPTD P uskesm as Delima;

f. UPTD P uskesm as Peukan  Baro;

g. UPTD P uskesm as Indrajaya;

h. UPTD P uskesm as G lum pang Tiga;

i. UPTD P uskesm as Reubee;

j. UPTD P uskesm as T eupin  Raya;

k. UPTD P uskesm as Grong-Grong;

l. UPTD P uskesm as Sakti;

m. UPTD P uskesm as Keum ala;

n. UPTD P uskesm as Padang  Tiji;

o. UPTD P uskesm as M uara  Tiga;

p. UPTD P uskesm as Batee;

q. UPTD P uskesm as Ujong Rimba;

r. UPTD P uskesm as Mila;

s. UPTD P uskesm as G lum pang Baro;

t. UPTD P uskesm as Titeu;

u. UPTD P uskesm as Kem bang Tanjong;

v. UPTD P uskesm as S im pang Tiga;

w. UPTD P uskesm as Tiro.

x. UPTD P uskesm as Mane;

y. UPTD P uskesm as Tangse.

z. UPTD P uskesm as G eum pang.
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BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah menetapkan 
Dokumen Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat 
Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD 
Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional yang 
memberikan layanan secara profesional dan bertanggung jawab 
kepada Dinas untuk memenuhi persyaratan penetapan BLUD 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. 

(2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
a. UPTD Puskesmas Kota Sigli; 
b. UPTD Puskesmas Pidie; 
c. UPTD Puskesmas Mutiara; 
d. UPTD Puskesmas Mutiara Barat; 
e. UPTD Puskesmas Delima; 
f. UPTD Puskesmas Peukan Baro; 
g. UPTD Puskesmas lndrajaya; 
h. UPTD Puskesmas Glumpang Tiga; 
I. UPTD Puskesmas Reubee; 
J. UPTD Puskesmas Teupin Raya; 
k. UPTD Puskesmas Grong-Grong; 
I. UPTD Puskesmas Sakti; 
m. UPTD Puskesmas Keumala; 
n. UPTD Puskesmas Padang Tiji; 
o. UPTD Puskesmas Muara Tiga; 
p. UPTD Puskesmas Batee; 
q. UPTD Puskesmas Ujong Rimba; 
r. UPTD Puskesmas Mila; 
s. UPTD Puskesmas Glumpang Baro; 
t. UPTD Puskesmas Titeu; 
u. UPTD Puskesmas Kembang Tanjong; 
v. UPTD Puskesmas Simpang Tiga; 
w. UPTD Puskesmas Tiro. 
x. UPTD Puskesmas Mane; 
y. UPTD Puskesmas Tangse. 
z. UPTD Puskesmas Geumpang. 
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Pasal 3

T u juan  d isu su n n y a  P e ra tu ran  B upati ini adalah:

a .  M em aksim alkan nilai UPTD P u sk esm as dengan  ca ra  m enerapkan  
p rinsip  tran sp a ra n s i, ak u n tab ilitas , responsib ilitas dan  
independensi, agar UPTD P uskesm as m em iliki daya saing  yang  kuat;

b .  M endorong pengelolaan UPTD P uskesm as seca ra  professional, 
tra n sp a ra n  d an  efisien se rta  m em berdayakan  fungsi dan  
pen ingkatan  kem andirian  organ UPTD P uskesm as;

c . M endorong organ UPTD P uskesm as dalam  m em b u at k ep u tu san  dan  
m en ja lankan  kegiatan  se n an tia sa  d ilandasi dengan  nilai m oral yang 
tinggi d an  k e p a tu h an  te rh ad ap  p e ra tu ra n  p e ru n d an g -u n d an g an  
yang berlaku , se rta  k e sad a ran  a ta s  ad an y a  tanggung  jaw ab  sosial 
UPTD P uskesm as te rh ad ap  stakeholder; dan

d .  M eningkatkan kon tribusi UPTD P uskesm as dalam  m endukung  
k ese jah te raan  u m u m  m asy arak a t m elalui pe layanan  K esehatan.

BAB III
SISTEMATIKA 

Pasal 4

D okum en Pola T ata  Kelola UPTD P uskesm as d isu su n  dengan
sistem atika  sebagai beriku t
BAB I P endahu luan
BAB II K elem bagaan
B ab III P enu tup

Pasal 5

(1) K eten tuan  m engenai D okum en Pola T ata  Kelola UPTD P uskesm as 
sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 3 d igunakan  sebagai acu an  
dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  di lingkungan  UPTD 
Puskesm as.

(2) K eten tuan  m engenai D okum en Pola T ata  Kelola UPTD P uskesm as 
sebagaim ana d im aksud  p ada  ay a t (1) se su a i dengan  dokum en Pola 
T ata  Kelola yang te lah  dinilai oleh Tim Penilai.

Pasal 6

(1) P e ru b ah an  Pola T ata  Kelola m eru p ak an  kew enangan dari B upati, 
m elalui u su la n  Kepala UPTD Puskesm as.

(2) P e ru b ah an  D okum en Pola T ata  Kelola d a p a t d ilakukan  oleh 
Pem erin tah  D aerah  k a ren a  a la san  te rten tu .

(3) H al-hal yang belum  d ia tu r  dalam  p e ra tu ran  B upati ini sepan jang  
m engenai tekn is p e lak san aan n y a  ak an  d ia tu r  lebih lan ju t dengan 

k e p u tu sa n  Kepala UPTD Puskesm as.
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Pasal 3 

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah: 
a. Memaksimalkan nilai UPTD Puskesmas dengan cara menerapkan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan 
independensi, agar UPTD Puskesmas memiliki daya saing yang kuat; 

b. Mendorong pengelolaan UPTD Puskesmas secara professional, 
transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan 
peningkatan kemandirian organ UPTD Puskesmas; 

c. Mendorong organ UPTD Puskesmas dalam membuat keputusan dan 
menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang 
tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial 
UPTD Puskesmas terhadap stakeholder; dan 

d. Meningkatkan kontribusi UPTD Puskesmas dalam mendukung 
kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan Kesehatan. 

BAB III 
SISTEMATIKA 

Pasal 4 

Dokumen Pola Tata Kelola UPTD Puskesmas disusun dengan 
sistematika sebagai berikut 
BAB I Pendahuluan 
BAB II 
Bab III 

Kelembagaan 
Penutup 

Pasal 5 

(1) Ketentuan mengenai Dokumen Pola Tata Kelola UPTD Puskesmas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai acuan 
dalam penyelenggaraan peiayanan publik di lingkungan UPTD 
Puskesmas. 

(2) Ketentuan mengenai Dokumen Pola Tata Kelola UPTD Puskesmas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen Pola 
Tata Kelola yang telah dinilai oleh Tim Penilai. 

Pasal 6 

(1) Perubahan Pola Tata Kelola merupakan kewenangan dari Bupati, 
melalui usulan Kepala UPTD Puskesmas. 

(2) Perubahan Dokumen Pola Tata Kelola dapat dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah karena alasan tertentu. 

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 
keputusan Kepala UPTD Puskesmas. 
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Pasal 3 
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BAB IV 
PENUTUP

Pasal 7

P e ra tu ran  B upati ini m ulai berlaku  p ada  tanggal d iundangkan . Agar 
se tiap  o rang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
B upati ini dengan penem patannya  dalam  B erita D aerah  K abupaten  
Pidie.

D itetapkan  di Sigli
Pada tanggal X7 M aret_____ 2024 M

R am adhan  1445 H

* P j.  BUPATI PIDIE, 2»/ o
))WAHYUDI ADISISWANTO

D iundangkan  di Sigli
Pada tanggal M aret______2024 M

R am adhan  1445 H

SEKRETARIS DAERAH 
fs KABUPATEN PIDIE f

AMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 19
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BAB IV 
PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pidie. 

Ditetapkan di Sigli 
Pada tanggal 2f Maret 2024M 

/4 Ramadhan 1445 H 

,Pj. BUPATI PIDIE, ­ 
YWAHYUDI ~DISISWANTO 

Diundangkan di Sigli 
Pada tanggal 2f Maret 2024 M 

t4 Ramadhan 1445 H 

,SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PIDl,E_,_f z 

BERlTA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NO MOR / 5" 
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BAB IV 
PENUTUP 

Pasal 7 
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Pidie. 

Ditetapkan di Sigli 
Pada tanggal 2f Maret 2024M 

/4 Ramadhan 1445 H 

,Pj. BUPATI PIDIE, ­ 
YWAHYUDI ~DIS1SANTO 

Diundangkan di Sigli 
Pada tanggal 2f Maret 2024 M 

I 'f Ramadhan 1445 H 

SEKRETARIS DAERAH 
F uPATEN PDE,f 2. 

SERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NO MOR IS 


